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Abstract 
 

The problem of refugees is a difficult problem that againts up by international community. 
Commonly, the reason of refugee because of  human rights violation in their State. In the end of 
2011, based on report of United Nations, there are 47,5 million refugees from moslem majority, the 
one of them is called ‘The Boat People’ Rohingya. Islamic law had  interferenced regulation in  
international law about protection for refugee . The refugees rights for protection by the host State 
regulated in Convention relating Status of Refugees 1951 and the protocol relating the Status of 
Refugee 1967. Islamic law regulated in QS Al Hasyr: 9. The principle of Non Refoulment is a principle 
that recognized under international law and Islamic law. Non refoulment is a concept in which state 
shall not return (refoule) a refugee or asylum seeker in any manner. This principle is become 
international customary law so every State must be implementing it. 
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Abstract 
 

Masalah pengungsi merupakan persoalan yang rumit yang dihadapi masyarakat dunia saat ini. Pada 
umumnya, pengungsian dilakukan karena terjadinya penindasan hak asasi pengungsi di negara 
mereka. Berdasarkan laporan  PBB, pada akhir tahun 2011,  terdapat 47,5 juta sebagai pengungsi, 
orang tergusur atau pencari suaka yang mayoritas adalah muslim, salah satunya adalah manusia 
perahu Rohingya. Hukum Islam banyak mempengaruhi pengaturan dalam hukum internasional 
mengenai perlindungan pengungsi. Perlindungan pengungsi menurut hukum internasional diatur 
dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang mengatur prinsip-prinsip dan hak-hak serta kewajiban 
bagi pengungsi. Hukum Islam mengatur dalam Alquran surat Al Hasyr : 9 yang memuat prinsip-prinsip 
dan hak-hak pencari suaka. Prinsip yang diakui dalam hukum Islam dan hukum internasional adalah 
prinsip non refoulement, artinya negara tidak boleh mengusir pencari suaka atau pengungsi yang 
masuk di wilayahnya. Prinsip ini sudah menjadi hukum kebiasaan internasional sehingga harus 
dilaksanakan oleh semua negara. 
 
Kata kunci : perlindungan pengungsi, hukum internasional, hukum Islam 
 
 
Pendahuluan 

Masalah pengungsi dan pemindahan orang 
di dalam negeri merupakan persoalan yang pa-
ling pelik yang dihadapi masyarakat dunia saat 
ini. Banyak diskusi tengah dilakukan di Perseri-
katan Bangsa-Bangsa (yang dalam penulisan se-
lanjutnya penulis singkat dengan kata PBB) 
yang terus berusaha mencari cara-cara lebih 
efektif untuk melindungi dan membantu kelom-
pok yang sangat rentan ini. Sejumlah orang me-
nyerukan ditingkatkannya kerja sama dan koor-
dinasi antara lembaga pemberi bantuan, seba-

gian lain menunjuk pada celah-celah dalam pe-
raturan internasional dan menghimbau disusun-
nya standar-standar dalam bidang ini lebih jauh 
lagi. Bagaimanapun, setiap orang setuju bahwa 
persoalan ini merupakan masalah multidimen-
sional dan global. Oleh karenanya setiap pen-
dekatan dan jalan keluar harus dilakukan seca-
ra komprehensif dan menjelaskan semua aspek 
permasalahan, dari penyebab eksodus massal 
sampai penjabaran respon yang perlu untuk 
menanggulangi rentang permasalahan pengung-
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si, dari keadaan darurat sampai pemulangan 
mereka (repatriasi). 

Saat ini, perlindungan pengungsi masih 
menjadi alasan bagi keberadaan United Nations 
of High Comission for Refugees (UNHCR). UN-
HCR mempunyai tanggung jawab untuk membe-
ri perlindungan kepada pengungsi.1 Berdasarkan 
laporan Global Trends 2011 yang dikemukakan 
oleh UNHCR pada tanggal 18 Juni 2012, menun-
jukkan 3,5 juta orang tergusur dari tempat 
tinggal mereka tapi masih berada di dalam ne-
gara. Pejabat UNHCR Antonio Guteres  menga-
takan badan dunia itu bersyukur karena sistem 
internasional yang melindungi pengungsi bertu-
gas dengan baik dan tapal-tapal batas tetap 
terbuka. Menurut PBB, pada akhir tahun 2011,  
terdapat 47,5 juta sebagai pengungsi, orang 
tergusur atau pencari suaka. Afghanistan meru-
pakan penghasil pengungsi terbesar yaitu 2,7 
juta disusul Irak, Somalia, Sudan dan Kongo. 2 

 Pada umumnya, pengungsian dilakukan 
karena terjadinya penindasan hak asasi pe-
ngungsi di negara mereka. Pada umumnya me-
reka juga mencari tanah atau negara lain seba-
gai tempat kediaman barunya yang tentunya 
jauh dari penindasan hak azasi manusia. Pen-
carian negara baru oleh pengungsi tentu saja 
harus dianggap sebagai suatu hak azasi manu-
sia. 

Pengungsi adalah orang yang terpaksa 
memutuskan hubungan dengan negara asalnya 
karena rasa takut yang berdasar dan mengalami 
penindasan (persecution). Rasa takut yang ber-
dasar inilah yang membedakan pengungsi de-
ngan jenis migran lainnya, seberat apapun si-
tuasinya, dan juga dari orang lain yang membu-
tuhkan bantuan kemanusiaan. Pengungsi tidak 
dapat mengandalkan perlindungan dari negara 
yang seharusnya memberi perlindungan kepada 
mereka, maka untuk menanggapi situasi me-
nyedihkan yang dihadapi pengungsi, persiapan – 

                                                             
1  Alexander Betts, “Towards a Soft Law Framework for 

the Protection of Vunarable Irregular Migrants”, Inter-
national Journal Of Refugee Law, Vol.22 No 2 2010, 
Oxford University Press, hlm. 210 

2  Anonim, “PBB: Krisis Timbulkan  800.000 Pengungsi Ta-
hun 2011”, tersedia di htpp//www.voa diakses tanggal 
10 Agustus 2012. 

persiapan khusus harus dibuat oleh masyarakat 
internasional. 

Setiap negara mempunyai tugas umum 
untuk memberikan perlindungan internasional 
sebagai kewajiban yang dilandasi hukum inter-
nasional, termasuk hukum hak asasi interna-
sional dan hukum kebiasaan internasional. Jadi 
negara-negara yang menjadi peserta/penanda-
tangan Konvensi 1951 mengenai status peng-
ungsi dan/atau Protokol 1967 mempunyai ke-
wajiban-kewajiban seperti yang tertera dalam 
perangkat-perangkat hukum yang diatur dalam 
Konvensi 1951 (tentang kerangka hukum bagi 
perlindungan pengungsi dan pencari suaka).3 
Dalam praktiknya, banyak negara-negara yang 
kemudian menangani pengungsi tidak sesuai 
dengan standar internasional yang sudah diatur 
dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 bahkan 
melanggar prinsip mengenai larangan pengusir-
an atau pengembalian (non refoulement) yang 
sudah menjadi hukum kebiasaan internasional.  

Terkait dengan perlindungan warga nega-
ra asing khususnya pengungsi, selain diatur da-
lam hukum internasional, sejak lama Hukum 
Islam sudah mengatur mengenai perlindungan 
hak asasi manusia. Hukum Islam ini mempe-
ngaruhi pengaturan hukum pengungsi interna-
sional. Syariat Islam hadir untuk mengukuhkan 
prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti persauda-
raan, persamaan dan toleransi. Pemberian ban-
tuan, jaminan keamanan dan perlindungan ke-
pada orang yang membutuhkan, hingga kepada 
musuh sekalipun, merupakan ajaran mulia Sya-
riat Islam, yang hadir mendahului kelahiran 
sejumlah instrumen hukum internasional mo-
dern tentang hak asasi manusia dan pengungsi, 
yang mengatur, antara lain, hak suaka dan 
larangan ekstradisi pengungsi. Itu semua dalam 
rangka melindungi keselamatan jiwa orang ber-
sangkutan dan menghindarkannya dari penga-
niayaan atau pembunuhan.4  

                                                             
3  Alice Edwards, 2005, Human Righs, Refugeess, and The 

Right To Enjoy Asylum, hlm. 301, tersedia di http:// 
ijrl.oxfordjournals.org-/diakses tanggal 23 agustus 
2012 

4  Ahmad Abu Wafa’, 2011, Hak Pencarian Suaka dalam 
Syariat Islam dan Hukum Internasional (Suatu kajian 
Perbandingan)  terjemahan oleh   Asmawi dkk, UNHCR, 
hlm. X 
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Hukum Islam mengatur dalam Pasal 12 
Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
Menurut Islam yang menyatakan, “Setiap orang 
berhak, dalam pandangan Syariat Islam, ber-
pergian dan mengungsi ke negara lain... apa-
bila menghadapi penganiayaan”. Negara tujuan 
wajib memberikan suaka kepada orang tersebut 
sehingga ia memperoleh keamanan, terkecuali 
pelarian didorong oleh alasan dan tindakan 
yang dipandang oleh Syariat Islam sebagai 
kejahatan. 

Berdasarkan laporan UNHCR pada tahun 
2009, ada sekitar 16 juta pengungsi dan pencari 
suaka yang mayoritas adalah muslim. Separuh 
dari pengungsi dunia berasal dari dua negara 
muslim yaitu Irak dan Afganistan.  Selain itu 
terjadi pula di Bangladesh dan Myanmar.  Na-
mun sayangnya, semangat perlindungan terha-
dap HAM yang universal ternyata tak sepenuh-
nya dapat dikecap oleh umat Islam di dunia. 
Salah satunya adalah pencari suaka Rohingya 
dari negara Myanmar.  

Pemberitaan terkait pengungsi suku mi-
noritas Rohingya Myanmar mengundang perhati-
an masyarakat internasional, setelah ratusan 
manusia perahu melarikan diri dari Myanmar 
dan terdampar di Aceh. Mereka  mengungkap-
kan perlakuan buruk yang diterima selama ber-
ada di Thailand. Pada awal tahun 2009 lalu, 
Angkatan laut Thailand telah menangkap manu-
sia perahu Rohingya di perairan Andaman dan 
kemudian memaksa sekitar 1000 manusia pera-
hu kembali ke laut dalam perahu-perahu mere-
ka tanpa mesin serta tanpa perbekalan air dan 
makanan yang memadai.5 

Muslim Rohingya merupakan salah satu 
etnis muslim yang mendiami Negara Burma 
(Myanmar). Selain muslim Rohingya, masih ada 
beberapa etnis muslim lainnya yang hidup di 
Myanmar. Sangat disayangkan muslim Rohingya 
tak pernah termasuk dalam daftar 137 etnis 
yang diakui oleh pemerintah Myanmar. Tidak 
adanya pengakuan ini menyebabkan mereka ti-
dak memiliki kewarganegaraan. Kondisi yang 

                                                             
5   Irma D, Rismayanti, “Manusia Perahu Rohingya: Tan-

tangan Penegakan HAM di ASEAN”, Opinio Juris, Vol 01 
Oktober 2009, Jakarta:Ditjen HPI Kemenlu, hlm. 16 

tak jelas secara hukum membuat Pemerintah 
Myanmar memperlakukan muslim Rohingya se-
cara tidak manusiawi.  Sebagian besar muslim 
Rohingya mendapatkan siksaan dari junta mili-
ter Myanmar, bahkan beberapa diantara telah 
mereka menjadi korban perdagangan manusia. 
Beratnya ujian yang mereka terima di Negara 
kelahirannya, memaksa muslim Rohingya untuk 
keluar dari Myanmar dan hidup sebagai manusia 
perahu.  

Mencermati peristiwa hukum tersebut, 
maka artikel ini dimaksudkan untuk menjelas-
kan tentang pengaturan perlindungan terhadap 
pengungsi menurut hukum internasional dan 
hukum Islam  serta bentuk perlindungan terha-
dap manusia perahu Rohingya  menurut hukum 
internasional dan hukum Islam. 
 
Pengertian Suaka dan Pengungsi 

Suaka adalah penganugerahan perlindu-
ngan dalam wilayah suatu negara kepada 
orang-orang dari negara lain yang datang ke 
negara yang bersangkutan karena menghindari 
pengejaran atau bahaya besar. Suaka menca-
kup berbagai aspek termasuk prinsip non re-
foulement, ijin untuk tetap tinggal di wilayah 
negara pemberi suaka dan perlakuan sesuai 
standar umum kemanusiaan.6 Prinsip non re-
foulment diatur dalam Pasal 33 Konvensi Peng-
ungsi 1951 yang menyatakan  bahwa tidak satu 
pun dari negara-negara yang mengadakan per-
janjian akan mengusir atau mengembalikan se-
orang pengungsi dengan cara apapun ke perba-
tasan wilayah-wilayah di mana kehidupan atau 
kebebasanya akan terancam oleh karena suku, 
agama, kebangsaan keanggotaan pada kelom-
pok sosial tertentu atau pendapat politiknya.  

Prinsip ini termasuk salah satu norma jus 
cogens7 karena merupakan bagian dari hukum 
kebiasaan internasional yang mengikat semua 

                                                             
6   Ajat Sudrajat Havid,”Pengungsi dalam Kerangka Kebi-

jakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang akan Da-
tang”,  Jurnal Hukum Internasional, Vol. 2 No 1 Tahun 
2004, Jakarta:LPHI UI, hlm.. 88. 

7   Menurut Pasal 53 Konvensi Wina 1969 Jus cogens adalah 
norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat inter-
nasional secara keseluruhan sebagai norma yang tidak 
boleh dikesampingkan dan yang hanya dapat diubah 
oleh kaidah hukum internasional umum yang muncul 
kemudian yang memiliki sifat atau karakter yang sama. 
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negara baik itu anggota Konvensi 1951 maupun 
bukan anggota.8 

Pengungsi adalah satu status yang diakui 
oleh hukum internasional dan/atau nasional. 
Seseorang yang telah diakui statusnya sebagai 
pengungsi akan menerima kewajiban-kewajiban 
serta hak-hak yang ditetapkan. Seorang peng-
ungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka. 
Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai 
pengungsi, pertama-tama ia adalah seorang 
pencari suaka. Status sebagai pengungsi meru-
pakan tahap berikut dari proses beradanya se-
seorang di luar negeri. Sebaliknya seorang pe-
suaka belum tentu merupakan pengungsi. Ia 
baru diakui setelah diakui statusnya oleh instru-
men hukum internasional dan atau nasional.  

Ada perbedaan pengertian pengungsi se-
belum dan sesudah tahun 1951. Perbedaan ini 
didasarkan pada isi perjanjian internasional, 
terutama mengenai pengertian Pengungsi. Pe-
ngungsi dalam perjanjian internasional sebelum 
1951 pada prinsipnya adalah pengungsi yang 
berasal dari daerah-daerah tertentu. Jadi di 
sini didasarkan dari orang-orang yang berasal 
dari daerah tertentu, yang karena keadaan 
daerahnya terpaksa keluar. Perlindungan me-
nurut Hukum Internasional dalam hal ini hanya 
orang-orang tertentu tersebut dan tidak dimak-
sudkan untuk melindungi pengungsi secara 
umum. Pengertian pengungsi dalam perjanjian 
internasional setelah tahun 1951 diartikan 
secara umum, tidak hanya daerah tertentu, na-
mun dalam Konvensi ini masih ada pembatasan 
yaitu pembatasan waktu dimaksudkan adalah 
hanya mereka yang mengungsi sebelum 1 Ja-
nuari 1951, jadi ada batas tanggal walaupun se-
cara geografis tidak dibatasi.  

Konvensi Pengungsi 1951 tentang status 
pengungsi menentukan bahwa pengungsi adalah 

any person who owing to well-founded 
fear of being persecuted for reasons of 
race, religion, nationality, membership 
of a particular social group or political 
opinion, is outside the country of his na-
tionality and is unable, or owing to such 
fear, is unwilling to avail himself of the 

                                                             
8  Jean Allain, “The Jus Cogens nature of non refoul-

ment”, International Journal of Refugee Law, Vol. 13  
No. 4 Tahun 2002, Oxford University Press, hlm. 538 

protection of that country; or who, not 
having a nationality and being outside 
the country of his former habitual re-
sidence as a result of such events, is 
unable, or owing to such fear, is unwil-
ling to return to it."  

 
Pengertian ini berlaku bagi mereka yang 

menjadi pengungsi akibat peristiwa sebelum 
tanggal 1 Januari 1951, dan pengakuan terha-
dap status pengungsi mereka diberikan ber-
dasarkan instrumen internasional lainnya. Da-
lam hal ini kemudian Majelis Umum PBB me-
ngeluarkan resolusi 2198 (XXI) 1966 yang mulai 
berlaku 4 oktober 1967 tentang status pengung-
si yang dikenal dengan Protokol tentang Status 
Pengungsi 1967. Dalam protokol ini dinyatakan 
bahwa pengertian pengungsi tidak lagi dibatasi 
kepada peristiwa sebelum 1951, hal ini terlihat 
dalam pasal 1 ayat 2 protokol tersebut yang 
menghapuskan kata-kata “As a result of events 
occuring before 1 Januari 1951” dan kata-kata 
“…. As a result of such events”. Protokol juga 
menghilangkan batas geografis berlakunya Kon-
vensi 1951.9 

Klasifikasi pengungsi di atas merupakan 
kompetensi UNHCR dalam mengatasi masalah 
tersebut dan pengungsi demikian disebut juga 
sebagai convention refugees atau Goodwin-Gill 
menyebutnya sebagai statutory refugees, tapi 
munculnya pengungsi tidak hanya karena ada 
konflik bersenjata antar negara, tapi banyak 
konflik internal juga menyebabkan orang meng-
ungsi dan tidak melewati batas negaranya. Un-
tuk kategori yang seperti ini tidak terdapat da-
lam Konvensi 1951. 10 

Seseorang agar dapat disebut pengungsi 
kalau telah memenuhi persyaratan yang telah 
ditentukan, misalnya  dalam Konvensi 1951, ini 
berarti status pengungsi itu sudah ada sebelum 
yang bersangkutan dinyatakan secara formal 
atau resmi. Oleh karena itu, pengakuan sese-
orang menjadi pengungsi sebenarnya tidak 
membuat orang itu menjadi pengungsi tetapi 
pengakuan hanya menyatakan bahwa dia ada-
                                                             
9  M. Husni Syam, Perlindungan Internasional terhadap 

Pengungsi dalam Konflik Bersenjata, hlm. 54, tersedia 
di isjd.pdii.lipi.go.id./admin/jurnal/09525-2086.5499 
diakses tangga l 6 April 2012. 

10   Ibid, hlm.55 
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lah pengungsi. Status pengungsi merupakan 
Ketetapan/Declarator yang hanya menyatakan 
apa yang sebenarnya sudah ada. Ini berbeda 
dengan Konstitutif yang menciptakan status 
yang baru. Jadi, dengan kata lain, orang terse-
but tidak menjadi pengungsi sebab pengakuan 
tetapi justru pengakuan diadakan karena dia 
memang sudah pengungsi. 

Penetapan seseorang menjadi pengungsi 
(Status Refugee) sebenarnya merupakan proses 
yang terjadi dalam dua tahap yaitu tahap pene-
muan atau penetapan yang menentukan bahwa 
dari fakta yang ada memang orang tersebut 
adalah Refugee dan tahap dimana fakta dihu-
bungkan dengan persyaratan–persyaratan dalam 
Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Setelah itu, 
dihubungkan apakah yang bersangkutan me-
mang merupakan pengungsi atau tidak. 

Pengungsi dilihat dari faktor penyebab-
nya dibagi dua yaitu, pengungsi yang disebab-
kan oleh peristiwa alam (natural disaster) dan 
pengungsi yang disebabkan oleh perbuatan ma-
nusia (human made disaster)11 Bagi pengungsi 
lintas batas (refugees), mereka telah dilindungi 
oleh sebuah instrumen juridis internasional 
yang menetapkan hak-hak pengungsi secara 
umum serta jaminan perlakuan standar mini-
mum terhadap para pengungsi yaitu terdapat 
dalam Convention Relating to the Status of Re-
fugees (CRSR) 1951 yang dilengkapi oleh Proto-
kol 1967. Sedangkan bagi pengungsi domestik 
belum ada suatu konvensi yang mengatur khu-
sus mengenai perlindungannya.  
 
Perlindungan Pengungsi menurut Konvensi 
1951 

Pengungsi menjadi masalah internasional. 
Pengaturan perlindungan terhadap  pengungsi 
merupakan prinsip umum dari hak asasi ma-
nusia.12 Menurut Pasal 14 Piagam Deklarasi Uni-
versal Hak Asasi Manusia “Setiap orang berhak 
mencari dan menikmati suaka di negara lain 

                                                             
11   Irawati Handayani, “Perlindungan Terhadap Pengungsi 

Domestik (Internally Displaced Persons) Dalam Sengketa 
Bersenjata InternalMenurut Hukum Internasional”,  
Jurnal HI, Vol. 1 No. 2 Tahun 2002, Bandung: UNPAD, 
hlm. 158. 

12  Alice Edwards, Op.Cit, hlm. 297 tersedia di http:// 
ijrl.oxfordjournals.org/diakses tanggal 23 agustus 2012 

untuk melindungi dirinya dari penganiayaan/ 
penyiksaan. Konvensi tahun 1951 sebagai Kon-
vensi yang melindungi dan memberikan ban-
tuan pada pengungsi. Ada beberapa perlindung-
an yang diberikan oleh Konvensi ini.13 Pertama, 
tidak ada diskriminasi. Negara-negara peserta 
Konvensi tidak boleh memperlakukan pengungsi 
berdasarkan politik diskriminasi baik yang ber-
kenaan dengan ras, agama atau negara asal 
maupun warna kulit dan mereka mempunyai 
kebebasan untuk menjalankan agamanya (Pasal 
3 dan 4). Kedua, mengenai status pribadi para 
pengungsi diatur sesuai dengan hukum dimana 
mereka berdomisili. Jika mereka tidak mempu-
nyai domisili, status pribadi mereka diatur oleh 
hukum dimana mereka ditempatkan (place of 
residence). Hak yang berkaitan dengan perka-
winan juga harus diakui oleh negara peserta 
Konvensi dan Protokol (Pasal 12). Ketiga, se-
orang pengungsi mempunyai hak yang sama 
dalam hal untuk mempunyai atau memiliki hak 
milik baik bergerak maupun tidak bergerak dan 
menyimpannya seperti halnya orang lain dan 
juga dapat menstransfer assetnya ke negara 
dimana dia akan menetap (Pasal 13, 14 dan 
30).  

Keempat, negara peserta Konvensi harus 
mengakui kebebasan pengungsi untuk berseri-
kat dengan mendirikan perkumpulan termasuk 
perkumpulan dagang sepanjang perkumpulan 
itu bersifat non-profit dan non- politis (Pasal 
15) Ini merupakan hak berserikat. Kelima, se-
orang pengungsi akan mempunyai kebebasan 
untuk berperkara di depan peradilan (Pasal 16). 
Keenam, berhak untuk mendapatkan pekerjaan 
serta mendirikan suatu perusahaan dagang dan 
pekerjaan bebas lainnya, dimana pekerjaan 
bebas ini harus sesuai dengan ketentuan yang 
telah diakui, seperti tanda sertifikat, gunanya 
adalah mengetahui keahlian untuk ditempatkan  
pada suatu pekerjaan yang cocok (pasal 17, 18 
dan 19). Ketujuh, setiap pengungsi akan men-
dapat perlakuan yang sama dengan wargane-
gara lainnya atas hak memperoleh pendidikan 

                                                             
13  Sri Setianingsih Suwardi, “Aspek Hukum Masalah Peng-

ungsi Internasional”, Jurnal HI, Vol. 2 No. 1 Tahun 
2004, Jakarta: LPHI FH UI, hlm. 35 
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sekolah dasar (Pasal 22). Kedelapan, setiap pe-
ngungsi akan dapat menikmati hak-hak atas ke-
sejahteraan sosial, seperti hak untuk bekerja, 
perumahan, mendapatkan upah dari pekerjaan 
yang merekalakukan (Pasal 20 dan 22). Ini me-
rupakan hak atas kesejahteraan sosial. Kesem-
bilan, setiap pengungsi berhak atas surat-surat 
identitas dan dokumen perjalananan ke luar 
dari teritorial negara dimana dia ditempatkan 
kecuali karena alasan keamanan dan kepenting-
an umum. Dokumen perjalanan yang dikeluar-
kan atas perjanjian internasional akan diakui 
oleh negara peserta Konvensi (Pasal 27 dan 28).  

Selain dari hak-hak pengungsi yang dise-
butkan di atas, Konvensi juga telah menggaris-
kan kewajiban pengungsi  sebagaimana  tercan-
tum dalam Pasal 2 Konvensi: 

Every refugee has duties to the country 
in which he finds himself, wihch require 
in particular that he conform to its laws 
and regulations as well as to measures 
taken for maintenance of public order. 
 

Berdasarkan Pasal 2 di atas, setiap pengungsi 
berkewajiban untuk mematuhi semua hukum 
dan peraturan atau ketentuan- ketentuan untuk 
menciptakan ketertiban umum di negara di 
mana dia ditempatkan. 

 
Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Islam 

Perlindungan pengungsi terkait dengan 
perlindungan hak asasi manusia pada umumnya.  
Dalam Islam ada dua kata yang sering diterje-
mahkan sebagai hukum Islam yaitu syariah dan 
fiqh. Syariah adalah firman Allah dan sabda Na-
bi Muhammad. Jadi sumber utama syariah ada-
lah Qur’an dan Sunnah Rasul. Sedangkan fiqh 
adalah ijtihad manusia atas hukum syariah yang 
terdiri dari Qur’an dan Sunnah.14 

Hak Asasi Manusia dalam Islam, tidak ha-
nya diakui tetapi dilindungi sepenuhnya sebagai 
salah satu pilar bangunan Islam. Prinsip ini se-
cara tegas telah digariskan dalam Al Qur’an 
antara lain dalam surat Al Isra ayat 70: 

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan 
anak-anak Adam, Kami angkut mereka di 

                                                             
14   Uswatun Hasanah, “Human Rights in The Perspective of 

Islamic Law”, Jurnal Hukum Internasional,  Vol. 7 No 4 
Tahun  2010, Jakarta: LPHI FH UI, hlm. 718 

daratan dan di lautan, Kami beri mereka 
rezki dari yang baik-baik dan Kami lebih-
kan mereka dengan kelebihan yang sem-
purna atas kebanyakan makhluk yang te-
lah Kami ciptakan.  
 
Ayat tersebut mengeskpresikan kemulia-

an manusia yang dalam teks Al Qur’an disebut 
karamah (kemuliaan). Mohammad Hasbi Ash 
Shiddieqy membagi karamah ke dalam tiga ka-
tegori. Pertama, kemuliaan pribadi atau karo-
mah fardiyah; kedua, kemuliaan masyarakat 
atau karomah ijtimaiyah; dan ketiga, kemulia-
an politik atau karomah siyasiyah. Dalam kate-
gori pertama, manusia dilindungi baik pribadi 
maupun hartanya. Dalam kategori kedua “sta-
tus persamaan manusia dijamin sepenuhnya” 
dan dalam kategori ketiga, Islam menjamin se-
penuhnya hak-hak politik ummatnya. 

Pada tanggal 5 Agustus 1990, negara-ne-
gara Islam yang tergabung dalam Organisasi 
Konferensi Islam menghasilkan deklarasi kema-
nusiaan menurut hukum Islam berdasarkan Al 
Qur’an dan as Sunnah. Dekklarasi ini disebut 
Deklarasi Cairo yang terdiri dari 25 pasal.  Di-
nyatakan dalam deklarasi itu bahwa semua hak 
dan kebebasan yang terumus tunduk pada sya-
ri’at atau hukum Islam.  Hak asasi tersebut me-
liputi: hak hidup (QS. Al-Isra: 33, Al-An’am: 
151); hak atas persamaan dan satus (QS Al Ba-
qarah: 286); kebebasan ekspresi (QS. At-Tau-
bah: 71); hak kebebasan beragama (QS. Al Ba-
qarah : 256);  hak milik (QS. Al-Baqarah: 188, 
An-Nisa:29); hak mendapatkan keadilan (QS. 
Asy-Syura:15); hak mendapatkan kebutuhan da-
sar hidup manusia (QS. Adz-Dzariyat:19); dan 
hak  mendapatkan pendidikan(QS.Yunus:101). 

Berkaitan dengan pencari suaka, agar da-
pat diberikan suaka sesuai dengan ketentuan 
Syariat Islam maka harus dipenuhi beberapa 
persyaratan.15 Pertama, pencari suaka berada 
di negara Islam atau di wilayah yang tunduk ke-
pada negara Islam. Hal ini masuk akal, sebab, 
untuk dapat diberikan suaka oleh suatu negara 
Islam, pencari suaka harus berada di wilayah 
negara Islam itu. Sebutan “negara Islam” men-
cakup wilayah-wilayah di mana Syariat Islam 

                                                             
15  Abu Wafa, op.cit, hlm. 55-57 
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diterapkan, dan orang-orang yang menghuni-
nya, baik Muslim, non-Muslim (dzimmiy) mau 
pun orang lainnya, berada di bawah perlindung-
an Islam dan dilindungi atas dasar ajaran Islam. 
Dalam kaitan ini, Abu Hanîfah mengemukakan 3 
(tiga) syarat mengenai apa yang disebut se-
bagai negara Islam (Dâr al-Islâm), yaitu aturan-
aturan yang ditegakkan bersumber dari Syariat 
Islam; negara itu bertetangga dengan negara-
negara Islam lainnya; dan penduduknya, baik 
Muslim maupun non-Muslim, dilindungi atas da-
sar ajaran Islam. Begitu pula halnya, suaka/ 
perlindungan dapat diberikan, seperti akan kita 
bahas lebih lanjut, di wilayah-wilayah yang 
tunduk kepada negara-negara Islam (seperti 
tempat-tempat misi diplomatik atau kapal pe-
rang). 

Para ulama fikih juga mengakui suaka/ 
perlindungan yang diberikan negara-negara 
lain, dan ini sejalan dengan penerapan asas 
yurisdiksi-teritorial dan asas yurisdiksi non-per-
luasan teritorial negara Islam ke wilayah yang 
bukan bagian dari negara Islam. Kedua, terda-
pat motif untuk memperoleh suaka dan dalam 
pandangan Islam, semua motif itu adalah se-
tara. 
 
Prinsip-prinsip Memperoleh Suaka dalam Al-
Qur’an 

Q.S. Al-Hasyr/59: 9 menetapkan 5 (lima) 
prinsip utama terkait suaka dan tatacara pe-
nanganan/perlakuan terhadap pengungsi. Allah 
berkalam: 

Dan orang-orang yang telah menempati 
kota Madinah dan telah beriman (ansâr) 
sebelum (kedatangan) mereka (muhâji-
rîn), mereka (ansâr) mencintai orang 
yang hijrah kepada mereka (muhâjirîn). 
Dan mereka (ansâr) tiada menaruh ke-
inginan dalam hati mereka terhadap apa-
apa yang diberikan kepada mereka (mu-
hâjirîn); dan mereka mengutamakan 
(orang-orang muhajirin), atas diri mereka 
sendiri, Sekalipun 

 
Dari ayat ini terlihat jelas beberapa prinsip. 
Pertama, Kaum Muslim sepantasnya bersikap 
senang dan gembira menyambut kedatangan 
pengungsi (atau imigran dari suatu wilayah ke 

wilayah lain) dan bergaul secara baik dengan 
mereka. Ini terlihat jelas dari kalam Allah: 

“…mereka (ansâr) mencintai orang yang 
hijrah kepada mereka (muhâjirîn)…”. 
Oleh karena itu, para pencari suaka tidak 
boleh diusir ke luar batas teritori negara 
Islam atau ditolak kedatangannya. 

 
Kedua, Kaum Muslim sepantasnya mem-

perlakukan mereka dengan baik, dan memprio-
ritaskan kepentingan/kebutuhan hidup mereka. 
Ini terlihat jelas dari kalam Allah, “… dan me-
reka mengutamakan (orang-orang muhajirin), 
atas diri mereka sendiri…”. Maksud al-îtsâr 
ialah lebih mengutamakan orang lain ketimbang 
dirinya sendiri perihal kebutuhan/kepentingan 
duniawi lantaran lebih menginginkan keuntung-
an ukhrawi. Sikap ini lahir dari sikap percaya 
diri yang kokoh, kecintaan kepada Allah yang 
mendalam, dan kesabaran terhadap kesulitan/ 
kesukaran.  Seperti demikian halnya, karena si-
kap lebih mengutamakan orang lain dalam uru-
san hidup berada di atas sikap lebih meng-
utamakan orang lain dalam urusan harta seka-
lipun kembalinya kepada urusan hidup juga. 

Ketiga, penerimaan simpatik terhadap 
pengungsi, baik yang kaya maupun yang miskin. 
Ini terlihat jelas dari kalam Allah: 

”Dan mereka (ansâr) tiada menaruh 
keinginan dalam hati mereka terhadap 
apa-apa yang diberikan kepada mereka 
(muhâjirîn) …”.  
 

Dengan demikian, apakah pengungsi itu orang 
kaya atau miskin tidak punya pengaruh apapun, 
karena masalah ini hanya berkaitan dengan 
upaya perlindungan dan jaminan keamanan 
serta kesejahteraan terhadap diri pengungsi di 
daerah/negara tujuan. 

Keempat, ketidakbolehan menolak imi-
gran sekalipun penduduk daerah/negara tujuan 
migrasi para imigran itu tengah mengalami kri-
sis, kemiskinan dan kebutuhan hidup yang me-
ningkat. Ini terlihat jelas dari kalam Allah, 
“Sekalipun mereka dalam kesusahan…”, yakni 
kemiskinan kebutuhan hidup yang mendesak 
atau sedikitnya harta kekayaan. 

Kelima, ayat ini juga membuktikan ada-
nya suaka teritorial, hal ini tercermin dalam  
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ayat, “Dan orang-orang yang telah menempati 
kota Madinah dan telah beriman (ansâr) se-
belum (kedatangan) mereka (muhâjirîn) …”. 
Maksudnya, mereka yang tinggal di negeri itu 
dan menjadikannya sebagai tanah kediaman 
mereka. Ini menunjukkan bahwa penduduk dae-
rah/wilayah tujuan migrasi wajib menerima ke-
datangan imigran ke daerah/negara mereka. 
 
Perlindungan Pengungsi Rohingya menurut 
Hukum Internasional dan Hukum Islam  

Etnis Rohingya telah mendiami dua kota 
di Utara negara bagian Rakhine yang dulu di-
kenal dengan nama Arakan, wilayah bagian ba-
rat Myanmar sejak abad ke-7 masehi. Saat ini 
masih terdapat sekitar 600.000 orang Rohignya 
yang tinggal di Myanmar. Selama bertahun-ta-
hun mereka mendapat perlakuan buruk dan 
diskriminatif dari Pemerintah Myanmar.  

Menurut data UNHCR, saat ini terdapat 
sekitar 28 ribu orang Rohingya yang tinggal di 
kamp-kamp pengungsi Bangladesh. Ironisnya 
etnis muslim Rohingya tidak diakui baik oleh 
Myanmar maupun Bangladesh sebagai warganya 
sehingga dapat dikatakan bahwa etnis Rohingya 
adalah orang-orang tanpa kewarganegraan atau 
stateless.16 

Kebebasan orang Rohingya sangat dibata-
si, mayoritas dari mereka tidak diakui kewarga-
negaraannya.mereka hanya sedikit dan bahkan 
tidak diberi hak kepemilikan atas tanah dan ru-
mah serta dipekerjapaksakan pada sejumlah 
pekerjaan pembangunan infrastruktur di Myan-
mar. Perlakuan diskriminatif tersebut telah me-
maksa mereka memilih untuk menjadi manusia 
perahu dan meninggalkan myanmar untuk 
mencari keamanan dan penghidupan yang lebih 
baik di negara lain. Negara-negara yang menja-
di tempat transit dan tujuan mereka antara 
lain, Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Saudi Ara-
bia, Thailand, Indonesia dan Singapura. 

Bagaimanakah status ‘manusia perahu’ 
Rohingya? Menilik pengertian di atas,  mereka 
adalah orang-orang tanpa kewarganegaraan 
(stateless persons) sekaligus pencari suaka 
(asylum seekers). Namun tidak jelas apakah 

                                                             
16  Irma D Rismayati, op.cit., hlm. 17 

kemudian suatu negara akan memberikan kepa-
da mereka status sebagai ‘pengungsi” (refu-
gees) atau tidak.  Ada beberapa fakta terkait 
manusia perahu Rohingya. Pertama, etnis Ro-
hingya tidak diakui sebagai rakyat Myanmar 
(stateless); kedua, mereka mengalami perlaku-
an diskriminatif dan rasis baik secara ekonomi, 
sosial maupun politik; dan ketiga, etnis Rohing-
ya mengalami berbagai penyiksaan dan pelang-
garan HAM dengan dipekerjapaksakan, diberi 
upah minim dan bahkan tanpa diberi upah di-
berbagai proyek pembangunan infrastruktur di 
Myanmar.  

Etnis Rohingya telah mengalami berbagai 
tekanan dan perlakuan–perlakuan diskriminatif 
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 
Konvensi tentang Pengungsi yang menyebutkan 
mengenai definisi pengungsi adalah orang yang 
berada di luar negara atau tempat tinggal asal-
nya, mengalami ketakutan terhadap penuntut-
an dikarenakan oleh ras, agama, kewarganega-
raan, keanggotaan pada kelompok sosial ter-
tentu atau memiliki pandangan politik yang 
berbeda, dan tidak memiliki kewarganegraan 
dan tidak mampu atau tidak bersedia untuk 
mendapatkan perlindungan dari negaranya di-
karenakan adanya ketakutan tersebut. Berda-
sarkan ketentuan Konvensi tersebut, manusia 
perahu Rohingya berhak mendapat status pe-
ngungsi. 

Berdasarkan  pasal 14 (1) Deklarasi HAM 
Universal 1948,  setiap orang memiliki hak un-
tuk mencari dan menikmati suaka dari negara 
lain karena takut akan penyiksaan. Hak untuk 
mencari suaka mengandung pengertian bahwa 
orang-orang yang melarikan diri dari persekusi 
dan masuk ke wilayah  negara lain tanpa mem-
bawa dokumen yang lengkap harus diberi ijin 
masuk ke suatu negara, minimal untuk jangka 
waktu sementara. Setiap pencari suakapun 
memiliki hak untuk tidak diusir atau dikembali-
kan secara paksa apabila mereka telah tiba di 
suatu negara dengan cara yang tidak lazim. 
Prinsip ini kemudian dikenal sebagai non re-
foulement. Prinsip non refoulment harus dibe-
dakan dari expulsion atau deportation atau pe-
ngusiran. Deportasi dilakukan jika warga negara 
asing melakukan tindakan yang melawan hukum 
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di negara penerima atau ia merupakan pelaku 
kejahatan yang melarikan diri dari proses pe-
ngadilan, sedangkan prinsip non refoulment 
hanya digunakan terhadap pengungsi atau pen-
cari suaka.17 

Pasal 33 (1) Konvensi tentang Status Pe-
ngungsi 1951 menyebutkan bahwa negara-nega-
ra peserta Konvensi ini tidak diperbolehkan 
untuk mengusir ataupun mengembalikan pe-
ngungsi dalam bentuk apapun ke luar wilayah-
nya dimana keselamatan dan kebebasan mere-
ka terancam karena alasan ras, agama, kebang-
saan, keanggotaan pada kelompok sosial atau 
pun opini politik tertentu.  

Prinsip non refoulement ini tidak hanya 
terdapat pada Konvensi 1951, namun juga ter-
cantum secara implisit maupun eksplisit pada 
Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against 
Torture) pasal 3, Konvensi Jenewa IV (Fourth 
Geneva Convention) tahun 1949 pada pasal 45 
paragraf 4, pada Kovenan Internasional Hak-
Hak Sipil dan Politik (International Covenant on 
Civil and Political Rights) 1966 pasal 13, dan 
instrumen-instrumen HAM lainnya. Prinsip ini 
pun telah diakui sebagai bagian dari hukum 
kebiasaan internasional (international customa-
ry law). Dalam arti, negara yang belum menja-
di pihak  dari Konvensi Pengungsi 1951 pun 
harus menghormati prinsip non refoulement 
ini.  

Baik Myanmar, Thailand, maupun Indo-
nesia hingga saat ini belum menjadi negara pi-
hak (state parties) dari Konvensi Status Pe-
ngungsi 1951.  Kendati demikian negara-negara 
tersebut tak bisa melepaskan tanggungjawab-
nya begitu saja terhadap pencari suaka Rohing-
ya. Ini berarti tindakan Pemerintah Thailand 
yang menangkap manusia perahu Rohingya dan 
mengusirnya telah melanggar ketentuan Kon-
vensi. 

Myanmar selaku negara asal adalah yang 
paling bertanggungjawab karena sudah puluhan 
tahun lamanya etnis Rohingya bermukim di 
Myanmar namun tak kunjung diakui sebagai 

                                                             
17   Sigit Riyanto, “The Refoulement Principle and Its Rele-

vance in the International  Law System”, Jurnal Hukum 
Internasional, Vol. 7 No.4 Tahun 2010, Jakarta: LPHI FH 
UI, hlm. 697 

warganegara.  Myanmar juga membiarkan ter-
jadinya penyiksaan dan diskriminasi terhadap 
mereka atas dasar perbedaan etnis dan agama 
(persecution). Hal mana dapat digolongkan 
sebagai kejahatan negara (state violence).  

Thailand dan Indonesia bertanggungjawab 
untuk tidak serta merta mengusir dan memu-
langkan mereka secara paksa (non refoule-
ment) ketika pencari suaka asal Rohingya ter-
dampar ataupun tiba di wilayah kedaulatannya 
melalui cara yang tidak lazim.  Jalan terbaik 
adalah menampung mereka untuk sementara 
sambil menentukan proses selanjutnya, apakah 
akan memberi suaka langsung, meneruskan ke 
negeri lain, ataukah mengembalikan ke negeri 
asal ketika kondisinya memang sudah memung-
kinkan.   

Keputusan dari rakyat Aceh dan pemerin-
tah Indonesia menampung sementara pencari 
suaka Rohingya  adalah hal yang sepatutnya di-
lakukan dari sisi hukum internasional.  Peme-
rintah Indonesia memang mungkin tak akan 
memberikan status sebagai refugees (pengung-
si) kepada mereka karena menganggap mereka 
datang karena ‘motif ekonomi’, namun tidak 
serta merta mengusir dan memberikan penam-
pungan sementara adalah hal yang sepatutnya 
dilakukan sesuai asas non refoulement dalam 
Konvensi tentang Status Pengungsi 1951. 

Kondisi muslim Rohingya yang mempri-
hatinkan segera mengundang perhatian banyak 
pihak, tak terkecuali dari dunia Islam. Hal ini 
dapatlah dimaklumi, karena Islam adalah sis-
tem kehidupan yang sempurna dan menyeluruh. 
Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, se-
hingga Islam juga memberikan perhatian yang 
sangat besar terhadap perlindungan Hak Asasi 
Manusia dan menjunjung tinggi prinsip persa-
maan. Tindakan penganiayaan yang telah di-
lakukan terhadap muslim Rohingya jelas tidak 
dapat dibenarkan dan bertentangan dengan 
ajaran Islam. Tentunya nasib Muslim Rohingya 
ini juga menuntut simpati dari ummat Islam di 
dunia, khususnya Indonesia.  

Setidaknya ada empat alasan utama yang 
dapat dijadikan pijakan bagi umat Islam untuk 
memperlakukan muslim Rohingya secara baik. 
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Pertama, solidaritas ummat Islam. Salah satu 
prinsip utama dalam bangunan Islam adalah 
prinsip ukhuwah/persaudaraan. Allah SWT 
berfirman dalam surat Al Hujarat ayat 13 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami men-
ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan ka-
mu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling kenal-mengenal. Se-
sungguhnya orang yang paling mulia di-
antara kamu disisi Allah ialah orang yang 
paling taqwa diantara kamu. Sesungguh-
nya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal.” 
 

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat diam-
bil pelajaran bahwa hubungan antara manusia 
pada dasarnya adalah perdamaian. Ayat ini ju-
ga menjelaskan beberapa hal lainnya yaitu: (a) 
asal manusia adalah satu. Hal ini senada de-
ngan ayat sebelumnya yang menyatakan bahwa 
setiap muslim adalah bersaudara; (b) Allah 
menjadikan manusia berbangsa dan bersuku su-
paya saling mengenal dengan tujuan untuk sa-
ling bersepakat sebagai dasar dalam hubungan 
antar individu dan golongan; (c) Allah menen-
tukan satu ukuran kualitas manusia, yaitu tak-
wa; (d) komprehensifitas pernyataan dalam 
ayat ini untuk semua semua manusia, tak hanya 
untuk orang-orang yang beriman. 

Ayat ini telah menyerukan kepada manu-
sia untuk menjaga perdamaian dunia secara 
umum. Pelecehan dan penyiksaan terhadap sa-
tu etnis tertentu jelas bertentangan dengan 
ayat ini, apalagi jika ternyata orang-orang yang 
dianiaya adalah orang-orang muslim yang ber-
takwa. Padahal orang-orang yang beriman itu 
adalah bersaudara dan pembelaan terhadap se-
sama muslim adalah sebuah hal yang patut di-
perjuangkan sebagai penyempurna iman kaum 
muslimin. 

Kedua, Maqasid Syariah Al Khamsah. Me-
nurut Asy Syatibi, segala sesuatu di dunia ini 
pasti memiliki tujuan, termasuk juga dengan 
syariat Islam. Teori ini biasa disebut dengan 
Maqasid Syariah Al Khamsah atau lima tujuan 
Hukum Islam. Kelima tujuan syariat ini antara 
lain: perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, 
keturunan dan harta. Pada kasus muslim Ro-
hingya,  diketahui bahwa perlakuan junta Milter 

Myanmar dan Pemerintah Thailand bertentang-
an dengan Maqasid Syariah. Seluruh perlindung-
an terhadap kebutuhan primer manusia untuk 
bertahan hidup telah dilanggar. Perlindungan 
terhadap Agama tak dapat dirasakan oleh Mus-
lim Rohingya. Menurut informasi di beberapa 
media, Junta militer Myanmar telah menyiksa 
kaum muslimin Rohingya yang pada akhirnya 
memaksa mereka untuk keluar dari tempatnya 
sendiri. Muslim Rohingya memilih hidup di pe-
rahu yang jauh dari kehidupan yang layak. 
Anak-anak mereka pun tidak mungkin bisa me-
rasakan pendidikan. Maka kasus ini setidaknya 
telah melanggar tiga dari lima tujuan syariat 
Islam. 

Hak Asasi Manusia dalam Islam tidak ha-
nya diakui, akan tetapi dilindungi sepenuhnya 
sebagai salah satu pilar bangunan Islam. Prinsip 
ini secara tegas telah digariskan dalam Al 
Qur’an antara lain dalam surah Al Isra ayat 70: 

 “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan 
anak-anak Adam, Kami angkut mereka di 
daratan dan di lautan, Kami beri mereka 
rezki dari yang baik-baik dan Kami le-
bihkan mereka dengan kelebihan yang 
sempurna atas kebanyakan makhluk yang 
telah Kami ciptakan.” 
 
Ayat tersebut mengeskpresikan kemulia-

an manusia yang dalam teks Al Qur’an disebut 
karamah (kemuliaan). Mohammad Hasbi Ash 
Shiddieqy membagi karamah ke dalam tiga ka-
tegori yaitu kemuliaan pribadi atau karomah 
fardiyah; kemuliaan masyarakat atau karomah 
ijtimaiyah; dan kemuliaan politik atau karomah 
siyasiyah. Dalam kategori pertama, manusia 
dilindungi baik pribadi maupun hartanya. Dalam 
kategori kedua “status persamaan manusia 
dijamin sepenuhnya” dan dalam kategori ke-
tiga, Islam menjamin sepenuhnya hak-hak poli-
tik ummatnya. 

Pada kasus muslim Rohingya, kemuliaan 
pribadi sebagai seorang manusia yang merdeka 
telah dihilangkan dengan adanya penyiksaan 
dan  perdagangan manusia. Kemuliaan sebagai 
sebuah entitas manusia dalam sebuah suku, 
etnis, golongan atau apapun namanya yang ber-
hak dilakukan diperlakukan secara sama diha-
dapan hukum pun telah dilanggar pula.  Tidak 
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adanya pengakuan terhadap etnis muslim Ro-
hingya yang menyebabkan mereka tidak memi-
liki kewarganegaraan telah melanggar doktrin 
HAM terkait dengan hak sipil dan politik, di-
mana semestinya setiap orang di dunia berhak 
memiliki kewarganega-raan. 

Pengakuan Islam terhadap HAM yang be-
gitu dominan juga dituangkan ke dalam bebe-
rapa konvensi dan perjanjian internasional di 
dunia, salah satunya dalam The Cairo Declara-
tion on Human Rights in Islam 1990. Article 1 
menentukan  

All human beings form one family whose 
members are united by submission to 
God and descent from Adam. All men are 
equal in terms of basic human dignity 
and basic obligations and responsibili-
ties, without any discrimination on the 
grounds of race, colour, language, sex, 
religious belief, political affiliation, so-
cial status or other considerations. True 
faith is the guarantee for enhancing such 
dignity along the path to human 
perfection. 
 
Selain itu, berdasarkan Q.S. Al-Hasyr/59: 

9 menetapkan 5 (lima) prinsip utama terkait 
suaka dan tatacara penanganan/perlakuan 
terhadap pengungsi. Allah berkalam: 

Dan orang-orang yang telah menempati 
kota Madinah dan telah beriman (ansâr) 
sebelum (kedatangan) mereka (muhâji-
rîn), mereka (ansâr) mencintai orang 
yang hijrah kepada mereka (muhâjirîn). 
Dan mereka (ansâr) tiada menaruh ke-
inginan dalam hati mereka terhadap apa-
apa yang diberikan kepada mereka (mu-
hâjirîn); dan mereka mengutamakan 
(orang-orang muhajirin), atas diri mereka 
sendiri, sekalipun mereka juga memer-
lukan. 

 
Dari ayat ini terlihat jelas prinsip-prinsip di ba-
wah ini. Pertama, kaum Muslim sepantasnya 
bersikap senang dan gembira menyambut keda-
tangan pengungsi (atau imigran dari suatu wila-
yah ke wilayah lain) dan bergaul secara baik 
dengan mereka. Oleh karena itu, para pencari 
suaka tidak boleh diusir ke luar batas teritori 
negara Islam atau ditolak kedatangannya. Ke-
dua, kaum Muslim sepantasnya memperlakukan 
mereka dengan baik, dan memprioritaskan ke-

pentingan/kebutuhan hidup mereka. Ketiga,  
Penerimaan simpatik terhadap pengungsi, baik 
yang kaya maupun yang miskin. Keempat keti-
dakbolehan menolak imigran sekalipun pendu-
duk daerah/negara tujuan migrasi para imigran 
itu tengah mengalami krisis, kemiskinan dan 
kebutuhan hidup yang meningkat. Kelima, ada-
nya suaka teritorial Maksudnya, mereka yang 
tinggal di negeri itu dan menjadikannya sebagai 
tanah kediaman mereka. Ini menunjukkan bah-
wa penduduk daerah/wilayah tujuan migrasi 
wajib menerima kedatangan imigran ke dae-
rah/negara mereka. 

Sebagai sebuah Negara yang memiliki 
penduduk mayoritas muslim, sudah selayaknya 
jika muslim Indonesia menghormati prinsip-
prinsip yang diatur dalam Alquran dan Konvensi 
internasional. Dengan demikian, muslim Indo-
nesia sudah sepantasnya memperlakukan mus-
lim Rohingya yang terdampar di perairan Aceh 
sebaik mungkin sebagai penghormatan terha-
dap perlindungan HAM menurut hukum interna-
sional dan hukum Islam. 

  
Penutup 

Perlindungan pengungsi menurut hukum 
internasional terdapat dalam Konvensi tentang 
Status Pengungsi tahun 1951 dan Protokol tahun 
1967. Menurut hukum Islam perlindungan pe-
ngungsi tercantum dalam QS, Al Hasyr: 9. Prin-
sip yang diterapkan terhadap pengungsi adalah 
prinsip non refoulment (larangan melakukan 
pengusiran). Negara-negara peserta Konvensi 
maupun bukan peserta Konvensi seharusnya 
menerapkan prinsip non refoulment yang sudah 
menjadi hukum kebiasaan internasional. 

Manusia Perahu Rohingya belum menda-
patkan perlindungan pengungsi menurut hukum 
internasional dan hukum Islam, karena seharus-
nya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Konvensi 
tentang Status Pengungsi mereka termasuk 
kelompok yang berhak mendapat status pe-
ngungsi. Baik Myanmar, Thailand, maupun Indo-
nesia hingga saat ini belum menjadi negara 
pihak (state parties) dari Konvensi Status Pe-
ngungsi 1951.  Kendati demikian negara-negara 
tersebut tak bisa melepaskan tanggungjawab-
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nya untuk memberi perlindungan  terhadap 
pencari suaka 
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